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Abstrak
 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Departemen Hukum dan HAM sebagai bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai

dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan

implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek variabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya,

Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi implementasi SAK yang sudah berjalan di

Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif

dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM dalam keadaan cukup

baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel tersebut adalah 3.67.

Implementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek variabel, semua aspek perlu

ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu,

komitmen pimpinan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan insentif.

......Financial Accountancy System (SAK) was manifestated from Government Standard Of Accountancy

policy. Indonesia’s Department of Law And Human Rights. As a part of govemmental entities implemented

SAK based on Regulation Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System.

The purposes of this research is to acquired a narrative description about the effectiveness of SAK

implementation policy viewed from four aspect of variables, Communication, Resources, Attitude and

Structure of Bureaucracy.

The bottom line of the research was to evaluate the implementation of SAK policy on Indonesia’s

Department of Law And Human Rights. Based on the conclusion made by the researcher using the

quantitative and qualitative approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based

on the research. Which can be categorized as a “good enough” .

SAK implemented and needs to be re-enforce by re-arrange strategies by strengthen few major point of

view, Strong Commitment, Internal Controlling System (SPI), hands on training and better incentives to

motivate human resources behind SAK.
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